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Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK)



2016



Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Sekretariat Jenderal



RINGKASAN EKSEKUTIF Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK) merupakan salah satu unit eselon II Kementerian Kesehatan. Berdasarkan. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 bahwa PPJK bertanggung jawab pada Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia SehaT (KIS) dan Kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS). PPJK sebagai satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 mempunyai mempunyai tugas, yaitu melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis pembiayaan dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, PPJK menyelenggarakan fungsi: 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaankesehatan; 2) pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan; 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan dan 4) pelaksanaan administrasi Pusat. Laporan Akuntabilitas Kinerja PPJK Tahun 2016 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja PPJK Tahun 2016 yang merupakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Berikut indikator dan target kinerja PPJK pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016: 1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu indonesia Sehat (KIS) sebesar 92,4 juta jiwa. 2. Jumlah dokumen hasil studi/ monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pembiayaan kesehatan & JKN/KIS sebanyak 10 (sepuluh) dokumen. 3. Jumlah dokumen hasil Health Technology Assessment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan sebanyak 2 (dua) dokumen. 4. Jumlah dokumen kebijakan realisasi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS sebanyak 3 (tiga) dokumen Pada tahun 2016, dari 4 (empat) indikator di atas PPJK berhasil memenuhi 3 (tiga) target indikator dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun indikator yang belum mencapai target, yaitu indikator jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu indonesia Sehat, dimana capaian targetnya hanya sebesar 98,63%.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PPJK TAHUN 2016



iii



Tidak tercapaianya salah satu target indikator PPJK pada tahun 2016 disebabkan pencapaian target PBI sangat dipengaruhi oleh peran Kementerian Sosial dalam memenuhi target tersebut. Sehingga ke depannya PPJK akan koordinasi dengan Kementerian Sosial dalam updating data kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2015. Adapun keberhasilan pencapaian pada 3 (tiga) target indikator lainnya, diharapkan dapat menjadi tolak ukur serta memotivasi agar pelaksanaan kegiatankegiatan pada tahun berikutnya dapat lebih baik. Guna melaksanakan berbagai kegiatannya untuk mencapai target indikator tersebut, pagu alokasi PPJK tahun 2016 setelah dikurangi efisiensi dan self blocking, yaitu sebesar Rp 25.028.921.519.000,dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,27% atau sebesar Rp 24.847.017.645.016,-. Optimalisasi realisasi anggaran PPJK tahun 2016 disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran dan self blocking yang dimanfaatkan dengan baik dan efektif. Dalam rangka perbaikan serta peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, PPJK perlu melakukan beberapa upaya, di antaranya: 1. Meningkatkan peran PPJK dalam berkoordinasi terhadap pemenuhan target indikator kinerja yang melibatkan lintas sektor, seperti Kementerian/Lembaga luar serta stakeholders terkait lainnya. 2. Perlu monitoring secara rutin dan berkala untuk membahas permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, serta mengkaji isu-isu terkait lainnya. 3. Perlu memberikan atau mengikut pelatihan bagi perencana dan pengelola keuangan terkait penyusunan pembiayaan suatu kegiatan terhadap pemenuhan indikator agar akuntabilitas keuangan bersinergi dengan akuntabilitas kinerja.
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BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 telah mengamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu azas dalam undang-undang tersebut yang dijadikan dasar penilaian adalah azas akuntabilitas. Dengan adanya azas ini, maka setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan PermenPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat. Berkenaan dengan hal tersebut, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sebagai unit teknis pada Kementerian Kesehatan setiap tahunnya wajib membuat



dan



menyiapkan



Laporan



Akuntabilitas



Kinerja



(LAK)



sebagai



wujud



pertanggungjawaban dalam menjalankan program dan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya selama tahun 2016. B. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini mempunyai maksud dan tujuan, yaitu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPJK sesuai dengan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun 2016 C. TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015, PPJK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis pembiayaan dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, PPJK menyelenggarakan fungsi: 1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan. 2. pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan.
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3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan. 4. pelaksanaan administrasi Pusat.



D. STRUKTUR ORGANISASI Adapun susunan struktur Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha b. Bidang Pembiayaan Kesehatan c. Bidang Jaminan Kesehatan d. Bidang Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan 2. Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan b. Subbagian Informasi dan Pelaporan c. Subbagian Kepegawaian dan Umum 3. Bidang Pembiayaan Kesehatan yang membawahi: a. Subbidang Perhitungan Biaya Kesehatan b. Subbidang Analisis Belanja Kesehatan 4. Bidang Jaminan Kesehatan yang membawahi: a. Subbidang Standar Pelayanan dan Manfaat b. Subbidang Analisis Pembiayaan dan Kepesertaan 5. Bidang Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan b. Subbidang Penilaian Teknologi Kesehatan
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Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2016 E. SISTIMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan adalah sebagai berikut:



Kata Pengantar Ringkasan Eksekutif Daftar Isi BAB I



PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sistimatika penulisan laporan.



BAB II



PERENCANAAN STRATEGIS Menjelaskan tentang visi, misi, tujuan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019, serta perjanjian kinerja PPJK tahun 2016.



BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA Menjelaskan tentang hasil pengukuran kinerja, analisis pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.
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BAB IV



PENUTUP Menguraikan kesimpulan umum pencapaian kinerja serta tindak lanjut yang akan dilakukan ke



depannya



dalam



rangka



perbaikan



dan



peningkatan



kinerja.
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BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2015 - 2019 1. Visi dan Misi Visi, misi dan tujuan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan sama dengan visi, misi dan tujuan Kementerian Kesehatan yang tercantum pada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu: 1) Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional, serta 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkonstribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 2. Tujuan Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatan masyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan. B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun tujuan dari perjanjian kinerja, di antaranya sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, serta menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
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Indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja PPJK Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Indikator dan target Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang terdapat pada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yaitu sebagai berikut: 1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 92,4 juta jiwa. 2. Jumlah dokumen hasil studi/monitoring dan evaluasi pelaksanaan JKN/KIS sebanyak 10 dokumen. 3. Jumlah dokumen hasil Health Technology Assessment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan sebanyak 2 dokumen. 4. Jumlah dokumen kebijakan realisasi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran JKN/KIS sebanyak 3 dokumen. Tabel 1 Perjanjian Kinerja Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2016 No 1



Sasaran Pogram/ Kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)



Indikator Kinerja



Target



1



Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu indonesia Sehat (KIS)



92,4 Juta



2



Jumlah dokumen hasil studi/ monitoring 10 Dok dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pembiayaan kesehatan & JKN/KIS



3



Jumlah dokumen hasil Health Technology Assessment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan



2 Dok



4



Jumlah dokumen kebijakan realisasi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS



3 Dok



Namun untuk besar target indikator jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 berbeda dengan besar target pada Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Target PBI Tahun 2016 pada Renstra Kemenkes 2015-2019 sebesar 103,5 juta jiwa sedangkan target pada Perjanjian Kinerja PPJK Tahun 2016 sebesar 92,4 juta jiwa. Penetapan target PBI pada Perjanjian Kinerja dikuatkan oleh Keputusan Menteri Sosial Nomor 170/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2016 dan surat Menteri Kesehatan Nomor JP.01.02/X/2805 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pendafaran Peserta PBI Jaminan Kesehatan Tahun 2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PPJK TAHUN 2016 PP



6



C. RENCANA KINERJA Untuk mendukung pencapaian sasaran dan taget indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016, PPJK telah menyusun berbagai kegiatannya. Berikut penjabaran kegiatan-kegiatan PPJK pada tahun 2016 guna mendukung tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran dan indikator pada Perjanjian Kinerja, di antaranya: Tabel 2 Sasaran, Indikator dan Kegiatan Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2016 Sasaran Program/ Kegiatan Pengembangan 1 Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) 2



Indikator Kinerja



Kegiatan



Jumlah penduduk yang 1. Pembayaran Iuran PBI JKN/KIS. menjadi peserta Penerima 2. Koordinasi Pemuktahiran Data PBI dan Bantuan Iuran (PBI) melalui Pengembangan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS. Nasional (JKN)/Kartu 3. Koordinasi Percepatan Integrasi Jamkesda dalam indonesia Sehat (KIS) JKN/KIS. 4. Fasilitasi Koordinasi Pertemuan LS/LP. Jumlah dokumen hasil studi/ monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pembiayaan kesehatan & JKN/KIS



1. Penyusunan Bahan Kebijakan dan Kajian/Studi 1. Pengembangan INA CBG sebagai Kebijakan Pembiayaan Prospektif di FKRTL dalam JKN/KIS. 2. Reklasifikasi INA CBG. 3. Pengembangan Kapitasi sebagai Kebijakan Pembiayaan Prospektif di FKTP dalam Penyelenggaran JKN. 4. Fasilitasi Pelaksanaan Kerja Komite Pertimbangan Klinis (Clinical Advosory). 5. Diseminasi Hasil National Health Account (NHA). 6. Peningkatan Kompentensi Tim NHA Pusat dalam Rangka Penyusunan NHA. 7. Kajian Perhitungan Biaya Kesehatan dalam Mendukung National Health Account (NHA) : Perhitungan Belanja Pelayanan BUMN. 8. Penyusunan Panduan Skrining Penyakit-penyakit Kronis dalam Jaminan Kesehatan Nasional. 9. Fasilitasi Penyusunan PP tentang Pembiayaan Kesehatan. 10. Kajian Dampak Program Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Akses dan Ekuitas Layanan Kesehatan. 11. Kajian Perhitungan Iuran JKN. 12. Penyusunan dan Pendampingan Province Health Account (PHA) dan District Health Account (DHA). 13. Tersedianya Media Informasi, Buku Pedoman dan Modul Sebagai Rujukan Pengembangan JKN. 14. Kajian Pola Penyedian Dan Pemanfaatan Obat dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit dalam Program JKN.
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Sasaran Program/ Kegiatan



Indikator Kinerja



Kegiatan 2. Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Dan Jaminan Kesehatan (JKN/KIS) a. Monitoring Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. b. Monitoring dan Evaluasi Tarif Pembayaran Prosfektif JKN. c. Evaluasi Pelaksanaan JKN/KIS Tk.Nasional. d. Pengelolaan Data dan Informasi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. e. Dukungan Operasional Tim Monev dalam Program JKN. f. Pengelolaan Barang Milik Negara Satker Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. g. Sosialisasi dan Validasi Evaluasi/ Audit Kepesertaan JKN. 3. Koordinasi , Advokasi dan Sosialisasi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN/KIS) 1. Koordinasi Implementasi Paket Manfaat JKN/KIS. 2. Koordinasi Pemantapan Implementasi Pelaksanaan JKN/KIS. 3. Koordinasi Teknis Pusat dengan Daerah dalam Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan. 4. Workshop Implementasi Analisis Ekonomi Kesehatan dalam Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan. 5. Fasilitasi Penyusunan Instrumen Perhitungan Biaya UKM (Promotif dan Preventif). 6. Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Kesehatan. 7. Koordinasi Pusat dan Daerah Dalam Mendorong Peningkatan Pembiayaan di Daerah. 8. Koordinasi Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satker Pusat Pembiayaan dan Jamkes. 9. Koordinasi Penyusunan RKAKL, DIPA Pusat PJK dan Dekonsentrasi. 4. Penguatan SDM Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (JKN/KIS) 1. Penguatan Tenaga Provinsi untuk Melaksanakan Bimbingan DHA. 2. Penguatan Tenaga Provinsi untuk Melaksanakan PHA. 3. Penguatan Tim National Health Account (NHA) Data Pemerintah dan Swasta. 4. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pusat dalam Rangka Perhitungan Biaya UKM (Promotif dan Preventif). 5. Peningkatan Kapasitas Pegawai Pusat
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Sasaran Program/ Kegiatan



Indikator Kinerja



Kegiatan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dalam Menuju Reformasi Birokrasi. 6. Short Course dalam Negeri. 5. Operasional dan Pemeliharaan Kantor



3



4



Jumlah dokumen hasil 1. Fasilitasi Pelaksanaan Penilai Teknologi Kesehatan Health Technology (Health Technology Assesment). Assessment (HTA) yang 2. Penguatan Kapasitas Teknis dalam Melakukan disampaikan kepada Penilai Teknologi Kesehatan. Menteri Kesehatan Jumlah dokumen kebijakan 1. Reviuw Laporan Keuangan Pusat dan Daerah. realisasi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, PPJK pada tahun 2016 sebagai salah satu eselon II Kementerian Kesehatan telah menetapkan sasaran program/kegiatan yang akan dicapai melalui 4 (empat) indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerjanya. Pengukuran tingkat capaian kinerja PPJK dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator.



Berikut rincian capaian kinerja masing-masing



indikator yang disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 Pencapaian Target Perjanjian Kinerja Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2016 N o 1



Sasaran Program/ Kegiatan



Indikator Kinerja



Target



Realisasi



Capaian



92,4 Juta Jiwa



91,13 Juta Jiwa *)



98,63 %



10



10



100 %



2 Jumlah dokumen hasil Health Technology Assessment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan



2



2



100 %



3 Jumlah dokumen kebijakan realisasi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS



3



3



100 %



Pengembangan Jumlah penduduk yang menjadi Pembiayaan peserta Penerima Bantuan Iuran Kesehatan dan (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Nasional (JKN)/ Sehat (KIS) Kartu Indonesia 1 Jumlah dokumen hasil studi/ Sehat (KIS) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS



*) capaian target PBI tahun 2016 berdasarkan capaian akumulasi di akhir tahun atau data PBI yang iurannya dibayarkan pada bulan Desember 2016



Perbandingan Indikator Kinerja PPJK Tahun 2016 terhadap Target RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 Dari 4 (empat) indikator pada Perjanjian Kinerja PPJK Tahun 2016 terdapat 1 (satu) indikator yang memiliki besaran target berbeda dengan target pada Renstra Kemenkes 2015-2019 dan
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target pada RPJMN 2015-2019. Indikator tersebut, yaitu indikator “jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)”. Target indikator untuk PBI pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yaitu sebesar 92,4 juta jiwa, sedangkan target pada RPJMN 2015-2019 sebesar 99,6 juta jiwa dan target pada Renstra Kemenkes 2015-2019 sebesar 103,5 juta jiwa. Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebesar 92,4 juta didasari oleh Keputusan Menteri Sosial Nomor 170/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2016 serta surat Menteri Kesehatan Nomor JP.01.02/X/2805 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pendafaran Peserta PBI Jaminan Kesehatan Tahun 2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan. Proses penetapan besaran target indikator PBI sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan, antara lain hasil pertemuan trilateral antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian Kesehatan, kemudian pada akhirnya dipengaruhi oleh Rapat Dengar Pendapat antara Kementerian Kesehatan dengan Komisi IX DPR RI. Selain itu, naik dan turunnya target PBI juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan negara. B. ANALISA ATAS PENCAPAIAN KINERJA a. Indikator 1 : Jumlah Penduduk yang Menjadi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) Sesuai Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Inpres Nomor 7 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif, pemerintah telah meluncurkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Kartu yang diluncurkan untuk program kesehatan awalnya bernama Kartu BPJS Kesehatan namun dengan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 kartu untuk program kesehatan berubah dari Kartu BPJS Kesehatan menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan tanda kepesertaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, diluncurkan pada tanggal 3 November 2014 yang merupakan wujud Program Indonesia Sehat serta merupakan perluasan dari program Jaminan Kesehatan Nasional yang telah diluncurkan oleh pemerintah sebelumnya. Program Indonesia Sehat melalui KIS bertujuan : 1) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui program pemerintah yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan; 2) perluasan cakupan PBI termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Bayi Baru Lahir dari peserta Penerima PBI; serta 3) memberikan tambahan manfaat berupa layanan preventif, promotif dan deteksi dini dilaksanakan lebih intensif dan terintegrasi Adapun tabel dari target kepesertaan PBI JKN/KIS untuk kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :
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Gambar 2 Target Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS pada RPJMN 2015-2019 dan Renstra Kemenkes 2015-2019 Dalam pelaksanaannya, penetapan target PBI setiap tahunnya sangat



memerhatikan



kondisi keuangan negara serta regulasi-regulasi terkait lainnya, sehingga besaran target PBI pada tahun 2015 dan tahun 2016 berbeda dengan target pada RPJMN 2015-2019 dan target pada Renstra Kemenkes 2015-2019. Pada tahun 2015 target cakupan PBI berdasarkan RKP Perubahan Tahun 2015, yaitu sebesar 88.231.816 jiwa yang terdiri dari target baseline tahun 2015 sebesar 86,4 juta jiwa ditambah dengan peserta PBI tambahan sebesar 1.831.816 jiwa yang berasal dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Target penetapan PBI Tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 170/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2016 serta surat Menteri Kesehatan Nomor JP.01.02/X/2805 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pendafaran Peserta PBI Jaminan Kesehatan Tahun 2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan. Target cakupan PBI pada tahun 2016 sebanyak 92.400.000 jiwa, terdiri dari: 1) untuk peserta PBI sebanyak 92.000.000 jiwa; dan 2) diperuntukkan bagi bayi baru lahir yang berasal dari orang tua PBI sebanyak 400.000 jiwa. Jadi, target cakupan PBI pada tahun 2016 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan target pada tahuntahun sebelumnya, Pengukuran pencapaian kinerja untuk indikator Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu sisi pencapaian target indikator dan sisi pembayaran iuran.
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1. Pencapaian Cakupan PBI Berdasarkan Target Perjanjian Kinerja PPJK 2016 Pada Gambar 2 menujukkan bahwa realisasi pencapaian indikator “Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)” pada tahun 2016 adalah 91.137.197 atau sebesar 98.63 %. Angka pencapaian tersebut merupakan capaian akumulasi di akhir tahun untuk jumlah peserta yang terdaftar dan dibayarkan kapitasinya oleh BPJS Kesehatan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada bulan Desember 2016. Persentase pencapaian target pada tahun 2016 (98,63%) mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan persentase pencapaian target pada tahun 2015 (99,60%), namun jumlah PBI yang telah didaftarkan dan dibayarkan pada tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015 (Gambar 2).



Gambar 3 Jumlah PBI yang Dibayarkan PPJK kepada BPJS Kesehatan Setiap Bulannya Pada Tahun 2016 Pada Gambar di atas terlihat bahwa jumlah PBI yang didaftarkan dan dibayarkan selama tahun 2016 oleh Kementerian Kesehatan berbeda jumlahnya untuk setiap bulannya. Perbedaan jumlah PBI tersebut berdasarkan data PBI yang terdaftar dan dibayarkan kapitasinya oleh BPJS Kesehatan ke FKTP. Daftar tersebut dijadikan sebagai acuan penagihan Dana Belanja Jaminan Kesehatan PBI pada bulan berikutnya yang diajukan melalui surat tagihan BPJS Kesehatan setiap bulannya yang disampaikan kepada Kementerian Kesehatan melalui PPJK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Selain itu, Kementerian Kesehatan melalui PPJK bersama BPJS Kesehatan telah melakukan rekonsiliasi atau perhitungan kembali dana Iuran PBI yang telah dicairkan LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PPJK TAHUN 2016 PP
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atau ditagihkan dengan tagihan yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi data kepesertaan. Rekonsiliasi bertujuan agar pembayaran iuran yang telah dibayarkan tepat sasaran dan tepat anggaran. Kekurangan atau kelebihan pembayaran PBI hasil rekonsiliasi tersebut akan diperhitungkan pada pembayaran PBI selanjutnya. Pada tahun 2016 PPJK bersama BPJS Kesehatan telah melakukan pertemuan rekonsiliasi sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan setiap triwulan: 1. Rekonsiliasi Triwulan I untuk pembayaran bulan Januari, Februari dan Maret 2. Rekonsiliasi Triwulan II untuk pembayaran bulan April, Mei dan Juni 3. Rekonsiliasi Triwulan III untuk pembayaran bulan Juli, Agustus dan September Adapun pelaksanaan rekonsiliasi Triwulan IV akan dilakukan pada awal tahun 2017, sehingga pembayaran PBI untuk bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2016 belum menggunakan data PBI hasil rekonsiliasi. Tabel 4 Data Pembayaran PBI Tahun 2016 Sebelum dan Sesudah Rekonsilisiasi No



Bulan



Pembayaran Sebelum Setelah Rekonsiliasi Rekonsiliasi



1



Januari



92.000.000



2



Februari



92.000.000



3



Maret



92.000.000



4



April



90.970.757



5



Mei



91,604,262



6



Juni



91,606,240



7



Juli



91,141,356



8



Agustus



91,145,864



9



September



91,152,682



10



Oktober



91,152,682



11



November



91,148,907



12



Desember



91.137.197



Keterangan



86.008.383



Ditetapkan pada Kepmensos 90.735.776 No 278/HUK/2016 tentang 90.970.757 Penetapan Pembayaran PBI 91.604.262 Jaminan Kesehatan Bulan Januari sampai dengan Bulan 91.606.240 Juni 2016 91.141.356 91.145.864 Ditetapkan pada Kepmensos No 348/HUK/2016 tentang 91.152.682 Penetapan Pembayaran PBI 91.155.584 Jaminan Kesehatan Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2016 Belum Rekonsiliasi Triwulan IV



Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa peran Kementerian Sosial sangatlah penting dalam penetapan pencapaian target PBI tersebut. Guna menjaga capaian target agar jumlah PBI tetap dapat dipertahankan sesuai rencana maka PPJK telah melakukan berbagai upaya, di antaranya melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial dalam updating data kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2015 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
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2. Pencapaian Cakupan PBI Berdasarkan Dokumen Pembayaran pada Tahun 2016 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bahwa tugas Kementerian Kesehatan, yaitu mendaftarkan dan membayarkan PBI kepada BPJS Kesehatan. Berdasarakan hal tersebut, apabila pencapaian kinerja dilihat berdasarkan dokumen pembayaran, maka PPJK pada tahun 2016 berhasil 100% membayarakan iuran PBI berdasarkan:1) jumlah PBI yang ditagihkan iuranya setiap bulannya oleh BPJS Kesehatan dan 2) perhitungan kelebihan ataupun kekurangan pembayaran PBI yang ditagihkan berdasarkan hasil rekonsiliasi Triwulan I, II dan III. Tabel 5 Pencapaian Target PBI Tahun 2016 Berdasarkan Dokumen Pembayaran PBI No



Bulan



Surat Tagihan BPJS Kesehatan



Jumlah PBI yang Ditagihkan (jiwa)



1



Januari



Surat Tagihan Nomor 66/IV.1/0116



92.000.000



2



Februari



Surat Tagihan Nomor 1117/IV.1/0216



92.000.000



3



Maret



Surat Tagihan Nomor 2374/IV.1/0316



92.000.000



4



April



Surat Tagihan Nomor 3522/IV.1/0416



92.000.000



5



Mei



Surat Tagihan Nomor 4740/IV.I/0516



91,604,262



Surat Tagihan Nomor 4963/IV.I/0516 (Rekonsiliasi Triwulan I) *



-



6



Juni



Surat Tagihan Nomor 5903/IV.I/0616



91,606,240



7



Juli



Surat Tagihan Nomor 7223/IV.1/0716



91,141,356



8



Agustus



Surat Tagihan Nomor 8170/IV.1/0816 Surat Tagihan Nomor 8534/IV.1/0816 (Rekonsiliasi Triwulan II)



91,145,864



9



September



10



Oktober



11



November



12



Desember



Tagihan Nomor 9635/IV.I/0916



Realisasi Pembayaran



100%



170.599 91,152,682



Surat Tagihan Nomor 12424/IV.I/1116 Surat Tagihan Nomor 13556/IV.I/1116 (Rekonsiliasi Triwulan III)



91,148,907



Surat Tagihan Nomor 13842/IV.I/1216



91.137.197



14.228



*) Surat Tagihan Nomor 4963/IV.I/0516 merupakan tagihan kekurangan pembayaran iuran PBI berdasarkan Rekonsiliasi Triwulan I Tahun 2016



b. Indikator 2 : Dokumen Hasil Studi/ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS Realisasi indikator “Jumlah Dokumen Hasil Studi/ Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS” pada tahun 2016 dapat tercapai sebagaimana target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 10 dokumen (capaian kinerja 100%). Berikut kesepuluh dokumen tersebut, di antaranya:
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1. Kajian Dampak Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Akses dan Ekuitas Layanan Kesehatan Kajian inI dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai konsekuensi atas penerapan JKN terhadap akses dan ekuitas peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan formal di Indonesia. Sedangkan untuk tujuan umum, yaitu untuk melakukan pemodelan ekonometrika untuk mendeteksi dampak murni JKN terhadap perbaikan akses peserta dalam memanfaatkan layanan kesehatan, serta ekuitas peserta dalam memdapatkan layanan kesehatan di Indonesia. Berikut hasil dari kajian ini di antaranya: 1) gambaran kepesertaan jaminan kesehatan serta pemanfaatan kepemilikannya, 2) profil tren penyakit dan 3) potret ekuitas pemanfaatan layanan kesehatan. Adapun hasil kajian terkait potret ekuitas pemanfaatan layanan kesehatan, di antaranya: 1) indeks konsentrasi akses rawat jalan fasilitas kesehatan (faskes) formal, 2) dampak JKN terhadap akses rawat jalan, 3) dampak JKN terhadap akses rawat inap, 4) dampak JKN terhadap utilisasi rawat inap, 5) kontribusi JKN terhadap ekuitas akses rawat jalan, 6) kontribusi JKN terhadap ekuitas akses rawat inap dan 7) dampak murni JKN terhadap peluang akses rawat jalan dan rawat inap. 2. Kajian Perhitungan Iuran JKN Tujuan umum dari kajian ini adalah membandingkan selisih ketersediaan iuran yang ditentukan



saat



ini



dengan



kebutuhan



biaya



pelayanan



kesehatan,



dan



memperhitungkan kebutuhan iuran program JKN yang dianggap mampu mencukupi kebutuhan biaya pelayanan kesehatan, dana operasional, dan cadangan teknis. Selain itu manfaat dari kajian ini untuk mendapatkan kemudahan prediksi iuran pada 5 (lima) tahun mendatang dan dapat menjadi bahan masukan untuk kebijakan pola pengelolaan program JKN. Dari hasil pengumpulan data pada kajian diperoleh: 1) data jumlah kunjungan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) dan rawat inap tingkat pertama (RITP) per provinsi dan per jenis kelompok kepesertaan, 2) data kunjungan rawat jalan tingkat lanjut (RJTL) dan rawat inap tingkat lanjut (RITL) per kelompok kepesertaan per provinsi, 3) pola penyakit menurut INA CBGs RJTL dan RITL per jenis kelompok kepesertaan per provinsi dan 4) biaya pelayanan RJTL dan RITL menurut INA CBGs per kelompok kepesertaan dan per provinsi. Terkait iuran, pada kajian ini terdapat beberapa skenario perhitungan iuran JKN dengan berbagai variasi parameter, diantaranya adalah perhitungan menggunakan angka/ data BPJS Kesehatan tanpa koreksi dan data BPJS Kesehatan dengan koreksi. Data BPJS Kesehatan yang dimaksud adalah kunjungan RJTP dan RITP yang berdampak pada nilai utilisasi RJTP dan RITP.
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3. Kajian Pola Penyediaan dan Pemanfaatan Obat dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit dalam Program JKN Kajian ini memberikan gambaran dari pola penyediaan dan pemanfaatan obat dan alat kesehatan yang ada di Rumah Sakit dengan berbagai tipe Rumah Sakit baik Rumah Sakit pemerintah maupun swasta. Pola penyediaan dan pemanfaatan obat dan alat kesehatan yang akan diprotret tidak lepas dari standar pelayanan kefarmasian yang ada di Rumah Sakit dimana standar kefarmasian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Hasil pada kajian ini, yaitu gambaran pola penyediaan obat dan alat kesehatan di Rumah Sakit berdasarkan pada standar pelayanan kefarmasian Kepmenkes No. 58 Tahun 2014 yang meliputi: standar pembelian, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian. Walaupun pola penyediaan obat dan alat kesehatan berdasarkan pada standar kefarmasian namun pelaksanaannya di lapangan pola penyediaan obat juga disesuaikan dengan jenis, tipe serta kepemilikan Rumah Sakit berdasakan Permenkes Nomor 44 Tahun 2009 yang meliputi Rumah Sakit tipe A, B, C, D, Rumah Sakit umum dan khusus serta kepemilikan pemerintah, dan swasta 4. INA CBGs Adapun hasil dari produk INA CBGs yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Hal yang diatur dalam permenkes ini, di antaranya tarif paket meliputi seluruh komponen biaya pelayanan yang diberikan kepada pasien. Daftar tarif INA CBGs saat ini terdiri dari 1.075 kelompok kasus yang meliputi: 1) 298 kelompok kasus rawat jalan, 2) 786 kelompok kasus rawat inap (kelas 1, 2 dan 3), dan 3) 32 item Top Up Special CMG. Untuk pengelompokkan tarif berdasarkan klarfikasi rumah sakit dan regionalisasi. Adapun untuk pengelompokkan tarif INA CBGs berdasarkan klasifikasi RS, yaitu 1) tarif RUSPN Cipto Mangunkusumo, 2) tarif RSJP Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, RSK Dharmais, 3) tarif RS Pemerintah dan Swasta Kelas A, 4) tarif RS Pemerintah dan Swasta kelas B, 5) tarif RS Pemerintah dan Swsata C, dan 6) tarif RS Pemerintah dan Swasta D. 5. Kajian Perhitungan Biaya Kesehatan dalam Mendukung National Health Account (NHA) Perhitungan Belanja Pelayanan Kesehatan BUMN Kajian Perhitungan Biaya Kesehatan dalam mendukung National Health Account (NHA): Perhitungan Belanja Pelayanan Kesehatan BUMN, menghasilkan beberapa hal yang dapat dijadikan untuk: 1) Gambaran biaya kesehatan BUMN non BPJS Kesehatan, terjadi pergeseran distribusi cara pemberian jaminan kesehatan dari dikelola sendiri sebesar 53%
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(tahun 2013) dan 47% (tahun 2014) menjadi dikelola BPJS, Sendiri dan Asuransi Swasta sebesar 70% (tahun 2015). Jumlah keikutsertaan BPJS oleh BUMN mengalami peningkatan dan mencapai 97% pada tahun 2015. 2) Melakukan ekstrapolasi belanja kesehatan BUMN dengan menunjukkan pola (tren) biaya kesehatan per kapita berdasarkan sektor. Hasil ekstrapolasi biaya kesehatan BUMN untuk tahun 2013-2014-2015 berdasarkan kajian ini pada masing-masing sektor yaitu: BUMN Besar (80%, 82% dan 83%), BUMN Non Besar (20%, 18% dan 17%). 3) Melakukan perhitungan biaya kesehatan berdasarkan fungsi, yang didominasi oleh fungsi kuratif rawat inap dan kuratif rawat jalan. 4) Realisasi belanja kesehatan berdasarkan provider adalah didominasi oleh RS dengan rata-rata sebesar 65% yaitu Rp 1.8 T, 2 T, 1.9 T untuk tahun 2013 – 2015, diikuti oleh provider fasilitas rawat jalan. Terkecil ada pada provider industri lain. 5) Proporsi kontribusi pembiayaan kesehatan sektor BUMN 2015 berdasarkan kajian ini adalah sebesar 1,4% dari pembiayaan kesehatan nasional non pemerintah. 6. Province Health Account (PHA)/ District Health Account (DHA) Pelaksanaan kebijakan desentralisasi di Indonesia telah mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar mampu melaksanakan perannya dengan baik. Dalam pelaksanaan pembiayaan kesehatan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu melakukan monitoring aliran dana kesehatan secara sistematik, komprehensif, konsisten, serta berkelanjutan. Health Account (HA) dirancang untuk mencatat dan mengklasifikasikan belanja kesehatan sangat penting dilakukan mengingat HA adalah salah satu kegiatan dalam fungsi pembiayaan yang tertera dalam Kepmenkes Nomor 04 Tahun 2003. Guna mengoptimalkan pelaksanaannya, maka Health Account juga perlu dilaksanakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat provinsi, pelaksanaan HA yang hanya terbatas untuk belanja-belanja di tingkat propinsi disebut dengan PHA-parsial (PHAp). Pelaksanaan kegiatan PHAp tahun 2016 mencakup penguatan kapasitas untuk seluruh Dinkes Provinsi dan Pendampingan penyusunan di daerah. Di tahun 2016 ada 3 (tiga) provinsi yang sudah mencoba membuat PHAp, yaitu DI Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Jawa Timur untuk TA 2015, dengan hasil sebagai berikut: 1) Institusionalisasi Tim Pengolah Data dan Kelembagaan sudah dalam bentuk SK. 2) PHAp sudah digunakan sebagai Instrumen monitoring serta dasar kebijakan pembiayaan dan pembangunan kesehatan yang mampu menjamin terlaksananya stewardship dan akuntabilitas system kesehatan. 3) PHAp djadikan dasar untuk reformasi sistem pembiayaan kesehatan. 4) Analisis PHAp menurut sumber pembiayaan, pengelola pembiayaan, penyedia pelayanan, fungsi, jenis kegiatan, mata anggaran, jenjang kegiatan dan penerima manfaat. LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PPJK TAHUN 2016 PP
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Pelaksanaan Health Account di kabupaten/kota mencakup pencatatan arus dana kesehatan secara sistematis dan komprehensif dalam sistem kesehatan suatu kabupaten/kota dalam satu tahun. Pelaksanaan District Health Account (DHA) dipergunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kecukupan anggaran kesehatan sesuai dengan standar yang ada. Mengetahui berapa alokasi anggaran



antara



program



promotif/preventif



dengan



kuratif/



rehabilitatif.



Memperbaiki indikator kinerja terutama untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi biaya kesehatan baik secara keseluruhan maupun per program. Sebagai dasar perencanaan dan penganggaran biaya program kesehatan ke depan. Bahan advokasi untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kebijakan kesehatan. Dari berbagai Kabupaten/ Kota yang menyusun DHA untuk tahun anggaran 2015 didapatkan hasil sebagai berikut: 1) Institusionalisasi Tim dan kelembagaan sudah dalam bentuk SK Bupati/ Walikota. 2) DHA sudah digunakan sebagai instrumen monitoring serta dasar kebijakan dalam pembangunan kesehatan. 3) DHA dijadikan dasar untuk reformasi pembiayaan kesehatan, missal realokasi ke program prioritas untuk menangani masalah kesehatan utama di wilayahnya. 4) Analisis DHA menurut sumber pembiayaan, pengelola pembiayaan, penyedia pelayanan, fungsi, program, jenis kegiatana, mata anggaran, jenjang kegaiatandan penerima manfaat. 7. Fasilitasi Pelaksanaan Kerjja Komite Pertimbangan Klinis (Clinis Advisory) Dewan



Pertimbangan



Klinis



dibentuk



melalui



Kepmenkes



Nomor



HK.02.02/MENKES/151/2016 pada tanggal 19 Februari 2016. Sebelumnya, pada tanggal 11 Februari 2016 telah diterbitkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (Clinical Advisory) yang memberikan pedoman dalam pelaksanaan pertimbangan klinis di pusat dan provinsi. Sengketa/Permasalahan Klinis yang dilakukan penyelesaian pada Dewan Pertimbangan Klinis adalah permasalahan yang diadukan oleh peserta jaminan kesehatan nasional, fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan terkait masalah yang menyangkut dan/atau berdampak terhadap paket manfaat dan/atau pembayaran klaim yang terjadi dalam pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan JKN. Beriku beberapa permasalahan klinis yang telah menjadi pembahasan pada Dewan pertimbangan Klinis pada tahun 2016, di antaranya: 1) Aduan dari Direktur Pelayanan Kefarmasian, terkait Perbedaan jumlah terapi Trastuzumab yang diberikan dokter dengan peresepan maksimal dalam fornas. 2) Aduan dari Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papuan (UP2KP) terkait persoalan pasien rujukan Papua. 3) Aduan dari Jay Tambunan, SH & Partners, terkait Konfirmasi dan Klarifikasi sehubungan dengan tidak dapat digunakan kartu BPJS Kesehatan a.n Liu Kui Tjin di RS Mediros.
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4) Aduan dari RSU Bhakti Yudha, terkait kejelasan biaya pelayanan rawat jalan, rawat inap tahun 2015 yang masih tertunda. 5) Aduan dari Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, terkait permohonan rekomendasi pelayanan Brachiterapy dan Cimino. 6) Aduan dari Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan, terkait permohonan penyelesaian dispute klaim penggunaan kode diagnosis Leukositosis. 8. Costing Penyakit Tidak Menular Beban pembiayaan pengobatan akan terus meningkat seiring dengan perubahan pola epidemiologi, dari yang dulunya didominasi penyakit menular, sekarang didominasi penyakit tidak menular. Untuk mendukung keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke depan perlu dilakukan beberapa kegiatan pencegahan di hulu (usaha preventif dan promotif). Usaha ini dilakukan secara berkesinambungan dan terprogram, dengan adanya penganggaran yang tepat melalui perhitungan (costing) untuk beberapa program kesehatan prioritas. Penghitungan costing ini diharapkan bisa menjadi acuan pemegang program di daerah dalam penganggaran kegiatan. Pada tahun 2016 kegiatan costing penyakit tidak menular, meliputi kegiatan: 1) Fasilitasi penyusunan instrumen perhitungan biaya UKM (promotif dan preventif) dan 2) Peningkatan tenaga pusat dalam rangka perhitungan biaya UKM (promotif dan preventif). Dengan waktu yang singkat, pada tahun 2016 sudah dihasilkan perhitungan costing sementara (dengan data dan waktu yang terbatas). Tahun depan direncanakan akan dihasilkan perhitungan yang lebih lengkap dengan waktu yang cukup dan data yang lebih lengkap serta peserta dinas kesehatan yang lebih banyak, sehingga data yang dihasilkan lebih baik lagi. 9. Monitoring Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Secara Umum kegiatan Monitoring Pelaksanaan JKN/KIS ini bertujuan diperolehnya gambaran pelaksanaan JKN/KIS termasuk permasalahan yang ada sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan terhadap permasalahan tersebut. Pada tahun 2016 kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) diselenggarakan sebanyak 16 kegiatan, 13 Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota dengan rincian wilayah sebagai berikut :
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Tabel 6 Provinsi dan Kabupaten/Kota Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program JKN Tahun 2016 No 1



Provinsi Sumatera Utara



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



DI Yogyakarta Aceh Lampung Kalimantan Barat Papua Barat Kepulauan Riau Sulawesi Tenggara Kalimantan Timur Jawa Tengah Nusa Tenggara Barat Sulawesi Utara Riau



Kabupaten/ Kota Kota Medan, Kab. Deli Serdang Kab. Parapat, Kab. Siantar Kota Yogyakarta Kota Banda Aceh Kota Bandar Lampung Kota Palangkaraya Kota Sorong Kota Tanjung Pinang Kota Kendari Kota Samarinda Kota Semarang Kota Mataram Kota Manado Kota Pekan Baru



Dalam kegiatan Monev teridentifikasi berbagai permasalahan, di antaranya terkait prosedur pendaftaran, kepesertaan, pelaksanaan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan, SDM, sistem informasi, penggunaan dana kapitasi, klaim dan rujukan. 10. Evaluasi Pelaksanaan JKN/KIS Tingkat. Nasional Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan JKN tahun 2016 telah dihadiri



oleh berbagai



kelompok peserta, di antaranya dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, RS Vertikal, RSUD, RS Swasta dan Kementerian/ Lembaga Terkait. Adapun pembahasan dan diskusi pada pertemuan ini terdiri dari berbagai topik hangat di antaranya: 1) Dokter Layanan Primer, 2) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, 3) Perkembangan Kepesertaan PBI/JKN dan peran Dinsos Kab/Kota dalam pemutakhiran data PBI, 4) arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dalam pembangunan kesehatan (implementasi UU 23/2004), 5) penguatan pelayanna kesehatan dalam program JKN, 6) Evaluasi pengadaan dan distribusi obat dalam JKN, 6) Hasil Audit Program JKN tahun 2015 oleh BPKP, 6) Hasil Monitoring JKN oleh DJSN, dan 7) Evaluasi Pelaksanaan JKN tahun 2016 Keberhasilan pencapaian indikator ini pada tahun 2016 dapat dicapai di antaranya karena adanya kegiatan monitoring pencapaian target guna akselerasi terhadap kegiatan-kegiatan di lingkungan PPJK. Akselerasi kegiatan yang dimaksudnya, di antaranya membuat time line kegiatan untuk memonitor dan mensinkronisasikan waktu pelaksanaan kegiatan, serta melakukan koordinasi antara unit satuan kerja dengan narasumber/konsultan/stakeholders terkait lainnya.



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PPJK TAHUN 2016 PP



21



c. Indikator 3 : Jumlah Dokumen Hasil Health Technology Assessment (HTA) yang Disampaikan kepada Menteri Kesehatan Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 dalam rangka kendali mutu dan biaya, salah satu tanggung jawab Menteri adalah melakukan penialaian teknologi kesehatan (Health Technology Assessment). Health Technology Assessment (HTA), yaitu merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memberikan informasi terhadap pembuatan kebijakan dan keputusan dalam pelayanan kesehatan, terutama mengenai cara terbaik untuk mengalokasikan dana yang terbatas untuk intervensi dan teknologi kesehatan. Kajian teknologi kesehatan berfokus pada evaluasi ekonomi kesehatan dengan menggabungkan data biaya (cost) dan iuran kesehatan (health outcome) dari suatu intervensi kesehatan. Keluaran (output) HTA diharapkan akan menjawab pertanyaan kebijakan mengenai intervensi kesehatan yang baru mapupun yang sedang digunakan saat ini di Indonesia. Sehingga bentuk keluaran (output) adalah rekomendasi kebijakan kesehatan dan selanjutnya oleh Komite PTK hasilnya akan dilaporkan kepada Menteri Kesehatan. Pada tahun 2016 indikator ini dapat tercapai 100% sebagaimana target yang ditetapkan, yaitu dihasilkannya 2 (dua) dokumen sebagai berikut : 1) Studi Evaluasi Efektivitas Klinis Prostagladin E1 dan Penggunaan di Indonesia sebagai Obat Penyelamat Jiwa pada Bayi dengan Penyakit Jantung Bawaan Kritis Bergantung Duktus; dan 2) Studi Penilaian Teknologi Kesehatan terhadap Digital Subtraction Angiography pada pasien stroke. Kedua studi tersebut berhasil diselesaikan beserta rekomendasi. 1) Studi Evaluasi Efektivitas Klinis Prostagladin E1 dan Penggunaan di Indonesia sebagai Obat Penyelamat Jiwa pada Bayi dengan Penyakit Jantung Bawaan Kritis Bergantung Duktus Studi ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas klinis prostaglandin E1 (PGE1) pada bayi dengan PJB kritis bergantung duktus ditinjau dari luaran mortalitas dan saturasi oksigen, serta memperkirakan jumlah bayi dengan PJB kritis dan jumlah kebutuhan PGE1 di Indonesia. Latar Belakang (Alasan Topik Diangkat) Di negara maju dan sebagian besar negara berkembang, PGE1 merupakan obat penyelamat hidup standar yang diberikan pada neonatus dengan kecurigaan PJB kritis hingga evaluasi diagnostik pasti (ekokardiografi) dan/atau intervensi bedah/kateter dapat dilakukan. Obat ini telah tercantum di daftar formularium obat nasional dan pernah ada di Indonesia. Namun saat ini, obat tersebut tidak tersedia lagi di pasaran karena perusahaan farmasi menganggap bahwa kecilnya pangsa pasar tidak mendatangkan keuntungan ekonomi. RS Cipto Mangunkusumo dan Pusat Jantung Nasional Harapan Kita mencatat kebutuhan obat ini berturutturut sebesar 28 dan 43 kasus per tahun. Harga satu ampul PGE1 (Prostin®) sekitar 8,9 juta rupiah, sementara
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PGE1 produksi India (Bioglandin®) harganya lebih rendah, yaitu sekitar 5 juta rupiah. Akibat belum adanya nomor ijin edar obat ini dari Badan POM, sementara ada kebutuhan yang mendesak, maka penyedia layanan kesehatan mengalami kesulitan mendapatkan obat ini yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang seharusnya. Untuk itu, perlu dilakukan penilaian teknologi kesehatan atas perlunya obat PGE1, dengan mengkaji bukti ilmiah tentang efektivitas klinis PGE1 sebagai dasar rekomendasi kebijakan pengadaaan obat ini di Indonesia. Kesimpulan dan Rekomendasi Berikut kesimpulan dari studi ini, sebagai berikut: 1) PGE1 merupakan obat penyelamat jiwa bagi bayi dengan PJB kritis bergantung duktus. Hasil studi telaah sistematis menunjukkan derajat rekomendasi A dan peringkat bukti 1C. 2) PGE1 dapat meningkatkan saturasi oksigen bayi dengan PJB kritis bergantung duktus secara signifikan. Hasil studi menunjukkan derajat rekomendasi A dengan peringkat bukti 1C. 3) Berdasarkan prevalens PJB kritis bergantung duktus dan data penggunaan PGE1 di 15 rumah sakit, estimasi kebutuhan PGE1 sebanyak 1000 ampul per tahun dengan perkiraan jumlah pasien sebesar 1000 orang. Adapun rekomendasi yang diberikan, diantaranya sebagai berikut: 1) PGE1 merupakan satu-satunya obat penyelamat jiwa pada bayi dengan PJB kritis bergantung duktus sehingga harus tersedia di Indonesia. 2) Sebelum obat teregistrasi di Badan POM, akses untuk mendapatkan PGE1 bagi pasien PJB kritis perlu difasilitasi melalui mekanisme special access scheme (SAS) sesuai regulasi yang berlaku. 3) Kementerian Kesehatan perlu menyebarluaskan informasi mengenai mekanisme SAS kepada penyedia layanan kesehatan untuk obat, alat kesehatan dan makanan kesehatan khusus. 4) Kementerian Kesehatan harus mendorong industri farmasi produsen PGE1 untuk mendaftarkan ke Badan POM. 5) Perlu adanya pelatihan bagi pemberi layanan kesehatan di tingkat primer (dokter umum, dokter anak, bidan) untuk mendeteksi kecurigaan bayi baru lahir dengan PJB kritis. 2) Studi Penilaian Teknologi Kesehatan terhadap Digital Subtraction Angiography pada Pasien Stroke Latar Belakang (Alasan Topik Diangkat) Di Indonesia, stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular yang kasusnya makin meningkat. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 dan 2013 terjadi peningkatan prevalensi stroke sebesar 45%, yaitu dari 8,3 menjadi 12,1 per
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1000 penduduk. Berdasarkan data klaim BPJS tahun 2015, stroke menempati urutan ke-4 pembiayaan terbesar. Guideline American Heart Assosiation (AHA) menyebutkan Digital Subtraction Angiography (DSA) merupakan gold standard untuk deteksi berbagai macam penyakit dan kelainan serebrovaskular. Selain digunakan sebagai diagnostik, DSA juga menjadi bagian dari prosedur intervensi. DSA belum banyak digunakan dalam praktik klinis di Indonesia dikarenakan keterbatasan tenaga ahli, rumah sakit yang memiliki fasilitas cath lab dan adanya keterbatasan dalam hal pembiayaan intervensi menggunakan DSA bagi pasien JKN. Sehingga tujuan PTK untuk menstudi ini, yaitu untuk memperoleh value for money terhadap pemanfaatan dan pembiayaan DSA dengan teknologi alternatif lainnya bagi pasien stroke. Kesimpulan dan Rekomendasi Permasalahan yang muncul pada studi Penilaian Teknologi Kesehatan terkait topik DSA adalah lebih pada permasalahan tarif yang belum sesuai dan kendala dalam pengkodean prosedur DSA. Oleh karena itu, Komite PTK memutuskan untuk menghentikan studi PTK dengan topik DSA yang diusulkan oleh RSPON dan BPJS Kesehatan untuk tahun 2016. Terkait penghentian studi PTK dengan topik DSA Komite PTK menyusun rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh organisasi profesi, Tim Tarif Jaminan Kesehatan, dan Dewan Pertimbangan Klinis (DPK). Rekomendasi yang disusun tersebut adalah 1. Agar organisasi profesi dapat menindaklanjuti permasalahan terkait DSA dengan menyediakan dan menyampaikan data costing rumah sakit yang baik agar dapat dilakukan penghitungan tarif yang sesuai oleh tim tarif Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (PPJK). 2. Tim tarif untuk dapat melakukan review group dan kode-kode terkait prosedur yang menggunakan DSA yang saat ini masih belum ada. 3. Masukan dari Dewan Pertimbangan Klinis (DPK) terkait pengelompokan penyakit yang bisa dilakukan tindakan DSA. Keberhasilan pencapaian indikator ini pada tahun 2016 dapat dicapai di antaranya karena adanya



koordinasi



yang



baik



antara



unit



satuan



kerja



PPJK



dengan



narasumber/konsultan/stakeholders terkait lainnya. Bentuk koordinasi yang telah dilakukan di antaranya dalam bentuk rapat rutin pembahasan topik HTA oleh tenaga teknis yang telah ditunjuk setiap minggunya, serta rapat Komite Pertimbangan Teknologi Kesehatan yang dilakukan setiap bulan.
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d. Indikator 4 : Dokumen Kebijakan Realisasi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS Realisasi indikator “Jumlah Dokumen Kebijakan Realisasi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS” terpenuhi sesuai dengan target, yaitu 3 (tiga) dokumen yang terdiri dari: 1) dokumen perencanaan penganggaran dana iuran PBI JKN/KIS tahun 2016, 2) dokumen laporan pembayaran iuran peserta PBI JKN/KIS Semester I tahun 2016 dan 3) dokumen Laporan Pembayaran Iuran Peserta PBI JKN/KIS Semester II Tahun 2016. 1) Dokumen Perencanaan Penganggaran Dana Iuran PBI JKN/KIS Tahun 2016 Pada perencanaan anggaran untuk tahun 2016 Satker Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan telah mengalokasikan dana yang diperuntuk bagi peserta Penerima Bantuan Iuran sebesar Rp. 25.502.400.000.000,- (dua puluh lima triliun lima ratus dua milyar empat ratus juta rupiah) atau dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 170/HUK/2015 yaitu diperuntukkan bagi 92.400.000 jiwa. Tabel 7 Alokasi Anggaran Iuran PBI Tahun 2015 dan Tahun 2016 Tahun



Keterangan



Alokasi Anggaran (Rp)



2015



88.231.816 jiwa x Rp 19.225,0 x 12 bulan



Rp 20.355.080.000.000,0



2016



92.400.000 jiwa x Rp 23.000,0 x 12 bulan



Rp 25.502.400.000.000,0



*) alokasi anggaran PBI tahun 2015 dilakukan pembulatan



Anggaran PBI Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.154.660.000.000,- (lima triliun seratus lima puluh empat milyar enam ratus enam puluh juta rupiah) dari anggaran tahun 2015. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya kenaikan target cakupan PBI tahun 2015 sebesar 88.231.816 jiwa menjadi 92.400.000 jiwa pada tahun 2016, serta adanya kenaikan iuran PBI dari semula Rp 19.225,- pada tahun 2015 menjadi Rp 23.000,- pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016. 2) Dokumen Laporan Pembayaran Iuran Peserta PBI JKN/KIS Semester 1 Tahun 2016 Dokumen laporan ini memberikan informasi mengenai realiasi pembayaran iuran PBI Semester 1 Tahun 20106 (Januari sd. Juni 2016) Realisasi Pembayaran Iuran PBI JKN/KIS Semester 1 Tahun 2016 Berikut uraian pembayaran Premi/ Iuran PBI JKN Semester 1 tahun 2016 yang telah dibayarkan oleh Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 12.463.612.025.000,- (Dua belas triliun empat ratus enam pulu tiga milyar enam ratus dua belas juta dua pula lima ribu rupiah), sebagai berikut:
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Tabel 8 Realisasi Pembayaran Iuran PBI JKN/KIS Semester 1 Tahun 2016 No



Waktu Pembayaran



Jumlah Peserta



1 2 3 4 5 6



Pembayaran PBI bulan Januari Pembayaran PBI bulan Februari Pembayaran PBI bulan Maret Pembayaran PBI bulan April Tahap 1 Pembayaran PBI bulan April Tahap 2 Pembayaran PBI bulan April (tambahan) Pembayaran PBI bulan Mei Pembayaran PBI bulan Mei (Rekonsiliasi Triwulan I) Pembayaran PBI bulan Juni TOTAL



92.000.000 92.000.000 92.000.000



Iuran (Rp) 19.225 19.225 19.225



90.970.757



23.000



91.604.262



23.000



2.106.898.026.000 851.343.068.000



91.606.240



23.000



2.106.943.520.000 12.463.612.025.000



7 8 9



Jumalah Anggaran (Rp) 1.768.700.000.000 1.768.700.000.000 1.768.700.000.000 1.768.700.000.000 323.577.984.000 49.427.000



Pembayaran PBI Bulan April Tahap 1, Tahap 2 dan Tambahan Pembayaran iuran PBI bulan April 2016 merupakan hasil kesepakatan pertemuan perhitungan rekonsiliasi data peserta dan iuran PBI Triwulan I Tahun 2016, dimana pada pertemuan tersebut disepakati bahwa pembayaran dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu 1. Pembayaran tahap pertama sebesar Rp 1.768.700.000.000,2. Pembayaran tahap kedua sebesar Rp 323.627.411.000,Namun pada pelaksanaan pembayaran tahap kedua karena adanya pemecahan penarikan terdapat 2 (dua) SPM yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sehingga penarikan sebesar Rp 323.627.411.000,- dipecah menjadi 2 (dua) SPM yaitu sebesar Rp 323.577.984.000,- dan Rp 49.427.000,- hal ini disebabkan adanya perbedaan jumlah yang diajukan melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) yang dilakukan melalui aplikasi ke KPPN. Pembayaran Rekonsiliasi Triwulan I Tahun 2016 Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Triwulan I, pembayaran yang dilakukan oleh PPJK ke BPJS Kesehatan untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2016 terdapat kelebihan pembayaran. Berikut rincian selisih pembayaran tersebut: Tabel 9 Selisih Jumlah PBI dan Selisih Pembayaran Iuran Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Triwulan I Tahun 2016 No



Bulan



a



b



1



Januari



2



Februari



3



Maret



Jumlah Peserta Sebelum Hasil Rekon Rekon c



d



Selisih Pembayaran (Rp)



Sudah Dibayarkan



Hasil Rekon



e = c-d



f = c x 19.225



g = d x 23.000



h=f-g



1.768.700.000.000



1.653.511.163.175



115.188.836.825



1.768.700.000.000



1.744.395.293.600



24.304.706.400



92.000.000 86.008.383 5.991.126 92.000.000 90.735.776 1.264.224 92.000.000 90.970.757 1.029.243 TOTAL



Pembayaran Iuran (Rp)



Selisih PBI (Rp)



8.285.084



1.768.700.000.000 1.748.912.803.325 19.787.196.675 5.306.100.000.000 5.146.819.260.100 159.280.739.900
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Dikarenakan besar iuran yang dibayarkan pada bulan Januari – Maret 2016 masih sebesar Rp 19.225,- dikarenakan Perpres No 19 Tahun 2016 belum keluar. Dengan keluarnya Perpres No 19 Tahun 2016 maka besaran premi sebesar Rp. 23.000,- diberlakukan mulai bulan Januari 2016, maka PPJK harus memperhitungkan kekurangan bayar selisih iuran sebesar Rp. 3.775,-/jiwa (Rp. 23.000,- dikurang Rp. 19.225,-). Berikut rincian selisih iuran tersebut: Tabel 10 Kekurangan Pembayaran untuk Selisih Iuran pada Rekonsiliasi Triwulan I Tahun 2016 No 1 2 3



Bulan Januari Februari Maret



Jumlah Peserta 86.008.383 90.735.776 90.970.757 TOTAL



Selisih Iuran (Rp) 3.775 3.775 3.775



Jumlah (Rp) 324.681.645.825 342.527.554.400 343.414.607.675 1.010.623.807.900



Berdasarkan perhitungan pada Tabel 9 dan Tabel 10 dapat disimpulkan bahwa pembayaran iuran PBI yang dibayarkan oleh PPJK ke BPJS Kesehatan masih terdapat kekurangan bayar sebesar Rp 851.343.068.000,- (Rp 1.010.623.807.900,- dikurangi Rp.159.280.739.900,-). 3) Dokumen Laporan Pembayaran Iuran Peserta PBI JKN/KIS Semester 2 Tahun 2016 Dokumen laporan ini memberikan informasi mengenai realiasi pembayaran iuran PBI Semester 2 Tahun 2016 (Juli sd. Desember 2016). Realisasi Pembayaran Iuran PBI JKN/KIS Semester 2 Tahun 2016 Berikut uraian pembayaran Premi/Iuran PBI JKN selama Semester 2 tahun 2016 yang telah dibayarkan oleh Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp 12.351.371.827.125,- (Dua belas triliun tiga ratus lima puluh satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut: Tabel 11 Realisasi Pembayaran Iuran PBI JKN/KIS Semester 2 Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7



Waktu Pembayaran Pembayaran PBI bulan Juli Pembayaran PBI bulan Agustus Pembayaran PBI bulan Agustus (Rekonsiliasi Triwulan II) Pembayaran PBI bulan September dan Oktober Pembayaran PBI bulan November Pembayaran PBI bulan November (Rekonsiliasi Triwulan III) Pembayaran PBI bulan Desember TOTAL



Jumlah Peserta 91,141,356 91,145,864 170.599



23.000 23.000 23.000



Jumlah Anggaran (Rp) 2.096.251.188.000 2.096.354.872.000 3.923.777.000



91,152,682



23.000



4.193.023.372.000



91.148.907 14.228



23.000 23.000



2.096.424.861.000 327.244.000



91.137.197



23.000



1.865.066.513.125 12.351.371.827.125



Iuran (Rp)
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Pembayaran Rekonsiliasi Triwulan II Tahun 2016 Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Triwulan II, pembayaran yang dilakukan oleh PPJK ke BPJS Kesehatan untuk bulan April, Mei dan Juni 2016 terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.3.923.777.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Berikut rincian kekurangan tersebut: Tabel 12 Selisih Jumlah PBI dan Selish Pembayaran Iuran Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Triwulan II Tahun 2016 Jumlah Peserta Sebelum Hasil Rekon Rekon c d



Pembayaran Iuran (Rp)



Selisih PBI (Rp)



Sudah Dibayarkan



Hasil Rekon



e = c-d



f = c x 19.225



g = d x 23.000



Selisih Pembayaran (Rp) h=f-g



(633.505)



2.092.327.411.000



2.106.898.026.000



(14.570.615.000)



91.606.240



(1.978)



2.083.898.026.000



2.106.943.520.000



(45.494.000,0)



91.141.356



464.884 (170.599)



2.106.943.520.000



2.096.251.188.000



10.692.332.000 (3.923.777.000)



No



Bulan



a



b



1



April



90.970.757



91.604.262



2



Mei



91.604.262



3



Juni



91.606.240 TOTAL



Dari tabel 12 diatas terlihat adanya perbedaan lebih/kurang dalam jumlah peserta PBI yang dibayarkan oleh PPJK setiap bulannya dengan PBI yang terdaftar dan dibayarkan kapitasinya ke FKTP oleh BPJS Kesehatan. Apabila diakumulatif pada periode April, Mei dan Juni 2016, terdapat 170.599 jiwa PBI yang sudah dibayarkan kapitasinya oleh BPJS Kesehatan, namun iurannya belum dibayarkan oleh PPJK. Hal ini mengakibatkan pembayaran iuran yang dilakukan oleh PPJK ke BPJS Kesehatan untuk bulan April, Mei dan Juni 2016 mengalami kekurangan sebesar Rp 3.923.777.000,Pembayaran Rekonsiliasi Triwulan III Tahun 2016 Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Triwulan III, pembayaran yang dilakukan oleh PPJK ke BPJS Kesehatan untuk bulan Juli, Agustus dan September 2016 terdapat kekurangan pembayaran. Berikut rincian kekurangan tersebut: Tabel 13 Selisih Jumlah PBI dan Selisih Pembayaran Iuran Berdasarkan Hasil Rekonsiliasi Triwulan III Tahun 2016 No



Bulan



a



b



Jumlah Peserta Sebelum Hasil Rekon Rekon c d



Pembayaran Iuran (Rp)



Selisih PBI (Rp)



Sudah Dibayarkan



Hasil Rekon



e = c-d



f = c x 19.225



g = d x 23.000



Selisih Pembayaran (Rp) h=f-g



1



Juli



91.141.356



91.145.864



(4.508)



2.096.251.188.000,0



2.096.354.872.000,0



(103.684.000)



2



Agustus



91.145.864



91.152.682



(6.818)



2.096.354.872.000,0



2.096.511.686.000,0



(156.814.000)



3



September



91.152.682 TOTAL



91.155.584



(2.902) (14.228)



2.096.511.686.000,0



2.096.578.432.000,0



(66.746.000) (327.244.000)



Dari table 13 di atas terlihat adanya perbedaan lebih/kurang dalam jumlah peserta PBI yang dibayarkan oleh PPJK b dengan PBI yang terdaftar dan dibayarkan kapitasinya ke FKTP oleh BPJS Kesehatan. Apabila diakumulatif pada periode Juli, Agustus dan September 2016 terdapat 14.228 jiwa PBI yang sudah dibayarkan kapitasinya oleh BPJS Kesehatan, namun iurannya belum dibayarkan oleh PPJK. Hal ini mengakibatkan
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pembayaran iuran yang dilakukan oleh PPJK ke BPJS Kesehatan untuk bulan Juli, Agustus dan September 2016 mengalami kekurangan sebesar Rp 327.244.000,Pembayaran Iuran PBI Bulan Oktober, November dan Desember 2016 Rekonsiiasi pembayaran iuran PBI Triwulan IV bulan dilaksanakan pada tahun 2016 sehingga pembayaran iuran untuk bulan Oktober, November dan Desember masih berdasarkan tagihan awal yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Adapun kekurangan atau kelebihan pembayaran iuran pada Triwulan 4 akan disesuaikan atau diperhitungan pada tahun 2017. Selain itu, untuk pembayaran iuran bulan Desember 2016 telah dikurangi dengan hasil Audit Kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 yang dilakukan oleh BPKP sejumlah Rp 231.089.017.875,- (Dua ratus tiga puluh satu milyar delapan puluh sembilan juta tujuh belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). C. SUMBER DAYA Dalam mencapai kinerjanya, PPJK didukung oleh beberapa sumber daya antara lain Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Anggaran 1. Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas dan fungsinya PPJK didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan professional dari berbagai disiplin ilmu. Setiap SDM telah ditempatkan sesuai dengan jabatan dan keahliannya. Jumlah SDM PPJK per 31 Desember 2016 sebanyak 79 orang, yang terdiri dari 70 orang PNS, 9 orang pegawai perbantuan dengan rincian distribusi per bidang/bagian sebagai berikut : Pembiayaan Kesehatan (14 orang) Tata Usaha (29 orang)



Jaminan Kesehatan (20 orang)



Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan (15 orang)



Gambar 4 Distribusi SDM PPJK per Bagian/Bidang Jumlah SDM PPJK berdasarkan latar belakang pendidikan sangat beragam karena dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya dibutuhkan SDM dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian. Berikut kompoisis jumlah SDM apabila dikelompok dalam 2 (dua) jenis kompetensi, yaitu kelompok medis sebanyak 38 orang (dokter, doker gigi, apoteker,
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kesehatan masyarakat, kebidanan) dan kelompok non medis sebanyak 32 orang (akuntasi, komputer, hukum, ekonomi, manajemen, SLTA).



Non Medis 46% Medis 54%



Gambar 5 Distrisbusi SDM PPJK berdasarkan Jenis Kompetensi Dalam upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, PPJK pada tahun 2016 telah mengirimkan para pegawainya untuk mengikuti pelatihan, seperti workshop pelatihan, seminar nasional dan seminar internasional, serta mengadakan kegiatan capacity building. Tabel 14 Profil SDM PPJK Tahun 2016 Berdasarkan Jenis Jabatan serta Tingkat Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Jabatan Eselon II Eselon III Eselon IV Analis Data Analis Kepegawaian Arsiparis Arsiparis Pemula Bendahara Penata Laporan Keuangan Pengevaluasi Pengolah Data Perencana Sekretaris Verifikator Keuangan Jumlah



S2 1 4 9 15 1



Tingkat Pendidikan S1 Non S1



18 2 1



1



3



1



2 1 1



3 3



2



31



27



1 1 12



Jumlah 1 4 9 34 3 1 3 2 4 2 3 2 1 1 70



2. Sumber Daya Anggaran Sesuai dengan DIPA Tahun 2016 Nomor : SP DIPA- 024.01.1.466040/2016 tanggal 7 Desember 2015, PPJK mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 25.563.200.209.000,- (Dua puluh lima triliun lima ratus enam puluh tiga milyar dua ratus juta dua ratus sembilan ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Namun, pada tahun 2016 PPJK mengalami 4 (empat) kali revisi DIPA dalam rangka efisiensi, refocusing serta self blocking untuk tercapainya optimaliasi
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anggaran dengan pengurangan pagu sebesar Rp 534.278.690,- sehingga pagu akhir PPJK tahun 2016, yaitu sebesar Rp 25.028.921.519.000,-



Tabel 15 Revisi DIPA PPJK pada Tahun 2016 No



Keterangan



1



Revisi ke-1



2



Revisi ke-2



3



Revisi ke-3



4



Revisi ke-4



Surat Pengesahan DIPA



Tanggal



SP DIPA- 024.01.1.466040/2016



Pagu DIPA (Rp)



15 Juni 2016



25.563.200.209.000



25 Juli 2016



25.560.500.209.000



23 Agustus 2016



25.559.200.639.000



3 Oktober 2016



25.559.200.639.000 *



*) DIPA revisi ke-4 tentang pagu self blocking



Realiasi penyerapan anggaran anggaran tahun 2016 sebesar Rp 24.847.017.645.016,- (Dua puluh empat triliun delapan ratus empat puluh tujuh milyar tujuh belas juta enam ratus empat puluh lima ribu enam belas rupiah) dari pagu akhir pada DIPA Revisi ke-4, yaitu sebesar Rp 25.559.200.639.000,- (97.21%). Apabila, pagu akhir pada DIPA Revisi ke-4 dikurangi dengan pagu self blocking sebesar Rp 530.279.120.000,- maka realiasi penyerapan anggaran tahun 2016 sebesar 99.27 % atau lebih besar apabila dibandingkan dengan realiasi anggaran pada tahun 2015 yang sebesar 97,59% Tabel 16 Realisasi Anggaran PPJK Tahun 2016 No 1



Sasaran Program/ Kegiatan Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)



Alokasi Anggaran *) (Rp)



Indikator Kinerja Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu indonesia Sehat (KIS) 1



Jumlah dokumen hasil studi/ monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pembiayaan kesehatan & JKN/KIS



2



Jumlah dokumen hasil Health Technology Assessment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan



3



Jumlah dokumen kebijakan realisasi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS TOTAL



Realisasi Anggaran (Rp)



Persentase 2016



2015



24.991.659.579.000



24.814.983.852.125



99.29



96,69



35.471.670.000



30.579.939.667



86.21



63.37



1.721.150.000



1.430.453.024



83.11



49,68



69.120.000



23.400.200



33.85



50.95



99.27



97.59



25.028.921.519.000



24.847.017.645.016



*) Alokasi anggaran pada DIPA Revisi ke-4 setelah dikurangi pagu self blocking
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Pada table 16 terlihat bahwa penghematan anggaran melalui self blocking mampu mengoptimalkan penyerapan. Hal tersebut dilihat dari meningkatnya presentase penyerapan anggaran tahun 2016. Tabel 17 Matrik Permasalahan Penyerapan Anggaran Tahun 2016 No 1



Sasaran Program/ Kegiatan Pengembangan a. Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) b.



Indikator Kinerja Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu indonesia Sehat (KIS) Jumlah dokumen hasil studi/ monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pembiayaan kesehatan & JKN/KIS



c. Jumlah dokumen hasil Health Technology Assessment (HTA) yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan d. Jumlah dokumen kebijakan realisasi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN/KIS



% Permasalahan Realiasi 99.21 Alokasi anggaran yang disediakan untuk pemenuhan target PBI tahun 2016, yaitu sebanyak 92,4 juta jiwa, namun pada pelaksanaanya realisasi pembayaran iuran PBI setiap bulan selalu di bawah target.



86,21



83,11



33.85



1. Tiket pesawat peserta undangan dari daerah yang hadir pada pertemuan banyak yang di bawah pagu yang telah dianggarakan 2. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dioptimalkan dikarenakan frekuensi kegiatan yang sangat padat, 3. Waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, serta pelaksanaan kegiatan yang banyak melibatkan pihak luar. Tidak terlaksananya kegiatan pengambilan data ke lapangan



Anggaran kegiatan pendampingan tidak terserap secara optimal



Berikut beberapa strategi yang akan dilakukan oleh PPJK, agar permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang di tahun 2017, di antaranya sebagai berikut: a. Mengoptimalkan kegiatan pertemuan koordinasi pemutakhiran data dengan Kementerian Sosial agar pencapaian target PBI dapat terpantau. b. Mengalokasikan anggaran suatu kegiatan sesuai dengan kebutuhan serta perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. c. Membuat timeline jadwal pelaksanaan seluruh kegiatan dalam satu tahun ke depan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dimonitor dan diselesaikan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, serta meminimalisir bentroknya waktu pelaksanaan suatu kegiatan dengan kegiatan lainnya.
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BAB IV PENUTUP Laporan akuntabilitas kinerja PPJK merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPJK yang didasarkan pada Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 dalam mencapai sasaran, indikator dan target kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja PPJK Tahun 2016. Laporan akuntabilitas kinerja ini juga sebagai sebagai bahan evaluasi atas pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran serta sebagai bahan informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ke depannya. 1.



KESIMPULAN 1. Pada tahun 2016 PPJK berhasil memenuhi 3 (tiga) target indikator kinerjanya dengan capaian sebesar 100%. Adapun indikator yang belum mencapai target, yaitu indikator jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu indonesia Sehat, dimana capaian targetnya hanya sebesar 98,63%. 2. Pada sisi anggaran, realisasi pagu PPJK pada tahun 2016 yaitu sebesar 97,59% atau sebesar Rp 24.847.017.645.016,0 dari pagu DIPA Revisi ke-4 sebesar Rp 25.559.200.639.000,0 setelah dikurangi pagu self blocking sebesar Rp 530.279.120.000,0.



2.



TINDAK LANJUT Dalam rangka perbaikan serta peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, PPJK perlu melakukan beberapa upaya, di antaranya 1. Meningkatkan peran PPJK dalam berkoordinasi terhadap pemenuhan target indikator kinerja yang melibatkan lintas sektor, seperti Kementerian/Lembaga luar serta stakeholders terkait lainnya. 2. Perlu monitoring secara rutin dan berkala untuk membahas permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja, serta mengkaji isu-isu terkait lainnya. 3. Perlu memberikan atau mengikut pelatihan bagi perencana dan pengelola keuangan terkait penyusunan pembiayaan suatu kegiatan terhadap pemenuhan indikator agar akuntabilitas keuangan bersinergi dengan akuntabilitas kinerja.
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